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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. 
Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap keterlibatan pelaku tindak pidana narkotika dalam jaringan narkotika dibangun berdasarkan bentuk perbuatan yang terbukti. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 609 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berkaitan dengan penguasaan narkotika, sedangkan Pasal 114 mengatur pembelian, penerimaan, perantaraan, dan penyerahan. Pasal 127 digunakan untuk penyalahgunaan bagi diri sendiri, sementara Pasal 132 mensyaratkan bukti percobaan, kesepakatan, atau perbuatan terorganisasi. Dengan demikian, istilah jaringan tidak dapat berdiri sebagai label yang menggantikan unsur delik. Pertanggungjawaban harus ditentukan dari kontribusi individual, pengetahuan, tujuan penguasaan, dan hubungan pelaku dengan perpindahan narkotika. Dalam perkara Mhd. Roni, fakta penguasaan sabu, perolehan dari Ijal, permintaan pihak lain, dan rencana penyerahan merupakan dasar pengembangan, tetapi setiap bentuk peran tetap harus dibuktikan secara terpisah.

2. Pembuktian yang dilakukan penyidik Polres Batu Bara terhadap keterlibatan Mhd. Roni dibangun melalui keterangan petugas penangkap, penyitaan satu plastik klip yang diduga berisi sabu dan telepon genggam, pemeriksaan laboratorium, keterangan tersangka, serta pengembangan terhadap Ijal, Saroh, Epan, dan orang yang disebut memesan sabu di pelabuhan. Keterangan tersangka berfungsi membuka arah penyidikan, tetapi tidak cukup sendiri untuk menyatakan adanya jaringan. Penyidik harus menguji komunikasi, lokasi pertemuan, titipan uang, transaksi berutang, rencana penyerahan, dan kesesuaian kronologi. Pemeriksaan perangkat elektronik harus dilakukan secara sah dan autentik, sedangkan rantai penguasaan barang bukti wajib dipertahankan. Gelar perkara dan koordinasi dengan penuntut umum diperlukan untuk menentukan apakah bukti telah memenuhi Pasal 114 atau baru mendukung penguasaan dan peran yang lebih terbatas.

3. Kendala penyidik meliputi sifat jaringan yang tertutup dan berlapis, identitas pihak yang hanya berupa nama panggilan atau ciri umum, ketergantungan pada keterangan tersangka, ketiadaan atau perubahan data elektronik, mobilitas orang di kawasan pelabuhan, jumlah barang bukti yang kecil, serta kesulitan membedakan pengguna, pembeli, dan perantara. Kendala penting lainnya adalah ketidaksesuaian tanggal dalam dokumen, karena tanggal perolehan sabu yang tercatat setelah tanggal penangkapan harus diklarifikasi dan dikoreksi secara resmi. Penyidik juga menghadapi keengganan saksi, kebutuhan koordinasi lintas fungsi, keterbatasan sumber daya, dan tuntutan menjaga legalitas tindakan. Kendala tersebut dapat diatasi melalui pengembangan yang fokus, matriks unsur dan alat bukti, pemeriksaan tambahan, forensik digital yang sah, gelar perkara, serta pengakuan terbuka terhadap batas bukti yang tersedia.

B.
 Saran
1. Kepada penyidik Satresnarkoba Polres Batu Bara, disarankan agar pembuktian jaringan disusun melalui peta hubungan antarpelaku, garis waktu, dan matriks setiap unsur pasal dengan alat bukti pendukung. Informasi mengenai Ijal, Saroh, Epan, dan pihak pemesan di pelabuhan perlu dibedakan antara fakta yang telah terkonfirmasi, keterangan tunggal, dan informasi yang masih harus dikembangkan. Ketidaksesuaian tanggal dalam BAP harus diperbaiki melalui pemeriksaan tambahan dan berita acara resmi, bukan melalui perubahan tanpa penjelasan. Pemeriksaan telepon genggam, penyitaan, dan laboratorium harus menjaga legalitas serta rantai penguasaan barang bukti.

2. Kepada pimpinan Polres Batu Bara dan instansi penegak hukum terkait, disarankan memperkuat kemampuan penyidik dalam analisis jaringan, forensik digital, pemeriksaan transaksi, dan penyusunan konstruksi peran. Koordinasi dengan penuntut umum perlu dilakukan sejak awal untuk membedakan penerapan Pasal 112, Pasal 114, Pasal 127, Pasal 132, dan Pasal 609. Dukungan personel, anggaran, akses laboratorium, serta supervisi gelar perkara harus diarahkan pada langkah pengembangan yang paling relevan, terutama identifikasi penjual langsung dan pemesan yang berhubungan dengan barang bukti.

3. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan mengembangkan penelitian dengan membandingkan perkara narkotika yang melibatkan pengguna, pembeli, kurir, dan perantara pada beberapa satuan kepolisian. Penelitian dapat menilai konsistensi penerapan pasal, penggunaan bukti elektronik, perlindungan hak tersangka, serta pengaruh ketidaksesuaian administrasi terhadap kekuatan pembuktian. Kajian yang melibatkan penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, ahli forensik digital, dan hakim akan memberikan gambaran lebih lengkap mengenai batas pembuktian seseorang sebagai bagian dari jaringan narkotika.
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